Bab III Metode Penelitian
III.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

PETA ADMINISTRASI WILAYAH KAJIAN PENELITIAN
KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA
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Gambar 3. 1 Lokasi Kegiatan Delineasi di pada koridor batas Kabupaten
Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
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Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Banyumas terletak pada 108°39°17”
s.d 109°27°15” BT dan 7°15°05”s.d 7°37°10” LS. Kabupaten Purbalingga
terletak pada 108°39°17” s.d 109°27°15” BT dan 7°15°05” s.d °37°10” LS.
Secara Administrasi perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas dengan

Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

a) Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
b) Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga.
¢) Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap dan

Kabupaten Kebumen.
d) Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas.

Sebaran perbatasan kabupaten tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.
Kondisi topografi Kabupaten Banyumas Berdasarkan data Digital Elevation
Model Nasional (DEMNAS) Tahun 2018, wilayah Kabupaten Banyumas
mempunyai ketinggian yang beragam antara -4,23.100 mdpl. Wilayah yang
mempunyai ketinggian di bawah permukaan laut yaitu berada di Kecamatan
Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak. Sedangkan wilayah yang mempunyai
ketinggian paling tinggi berada di Kecamatan Baturraden dan Sumbang yaitu
mencapai 3.100 mdpl (Kesehatan, 2018). Kabupaten Purbalingga memiliki
kondisi topografi dataran tinggi atau perbukitan dan dataran rendah. Bagian
utara merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan kelerengan
lebih dari 40 persen, meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari,
Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kutasari, Bojongsari,
dan Mrebet. Bagian selatan, merupakan daerah yang relatif rendah dengan nilai
faktor kemiringan kurang dari 0 persen dengan 25 persen meliputi; wilayah
Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja,
Kejobong, sebagian wilayah Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet (Caron &

Markusen, 2016).
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Penelitian dilaksanakan pada saat pelaksanaan magang di Pusat Pemetaan
Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (PPBW BIG) setelah
dikeluarkannya Keputusan Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan
Informasi Geospasial Tentang Persiapan Verifikasi Lapangan Segmen Batas
Kab. Banyumas dengan Kab. Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2023 Nomor: B-26.2/PBW/IGD.04.04/5/2023 26 Mei 2023.

II1.2 Alat dan Bahan
I11.2.1 Alat

Detail peralatan yang digunakan selama penelitian dapat ditemukan dalam

tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Alat Penelitian

No. Alat Kegunaan
1 |Laptop HP
spesifikasi:

* Processor Ryzen 3 Memproses, menyimpan, dan
« Ram 12 GB proses, menytmpan,

«SSD 512 GB membuat data penelitian
» Hard Disk 1 TB

2 | Aplikasi ArcGIS 10.8 Menangani informasi spasial,

khususnya selama proses penarikan
batas dengan metode kartometrik

3 | Aplikasi Avenza Map Sebagai Acuan peta dasar dalam

Survei Lapangan

4 | Software  Microsoft | Membuat berita acara dan memasukan

Excel data atribut spasial ke dalam format
berita acara.
5 | Proyektor Menampilkan Hasil dan pelaksanaan

dalam Penegasan Batas Wilayah
secara Kartometrik

6 | Alat tulis Mencatat hasil penelitian
7 | Handphone Iphone 11
Ram 4 GB Memory Dokumentasi kegiatan
128 GB
8 | Google Drive Penyimpanan data hasil kesepakatan

dan validasi batas Kabupaten dan
sharing antar operator.
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9 | Printer

Mencetak berita acara hasil
kesepakatan.

I11.2.2 Bahan

Adapun bahan atau data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Bahan Penelitian

No. Bahan Sumber Tahun | Spesifikasi Data Kegunaan
Format
S]Z?;i tcétirr? Zoom 20x Sebagai peta dasar
1 tahun un duhga N Sasplanet 2024 resolusi .ecw untuk mempelajari
2004 spasial 15 m peta lokasi kajian.
Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Rep}lbhk Peraturan Sebagai pedoman
Indonesia ane telah pembuatan Peta Batas
2 Nomor 141 Kemendagri | 2017 yang .pdf Daerah Kab.
ditetapkan
Tahun 2017 dan disahkan Banyumas dengan
Tentang Kab. Purbalingga
Penegasan Batas
Daerah
Data dukung Batas
SHP Persil tanah . . Sebagai peta dasar
Kabupaten administrasi dalam kegiatan
3 Ban ) PPBW BIG | 2023 Kabupaten .shp b
yumas dan . penegasan batas
fitur garis .
Kabupaten wilayah
Purbalingga dan polygon
Bahan dalam
menentukan penegasan
batas dan secara
kartometrik,survei
lapangan serta indikasi
. . awal dalam
Recsl(gis?e}lfierlllt ; CTSRT BIG mengidentifikasi
(CSRT) wilagfh Ketelitian 0.5 kenampakan wilayah
Kabu atet? meter yang kajian dan sudah
4 Ban pmas PPBW BIG | 2023 yang di- .ecw memenuhi standar
dezuan orthorektifika buat pembuatan peta
Kabuga ten si oleh dasar batas wilayah
Purbaﬁngga PPBW BIG 1:5000
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Data

No. Bahan Sumber Tahun | Spesifikasi Format Kegunaan
Peraturan Sebagai data
Menteri Dalam Peraturan pinme]i:i/l?slinagnltlg;k
5 | Nogen Republik Kemendagri | 2013 yang telah pdf Permendagri No. 57
Indonesia ditetapkan
- Tahun 2013 dengan
Nomor 57 dan disahkan ) A
Tahun 2013 hasil deliniasi Badan
Informasi Geospasial.
Berita Acara
Verifikasi
Lap%lfgla}]?atas Dokumentasi
Kabupaten Sesuai dengan mengenai pelaksanaan
Ban Emas lampiran penelitian dan
6 dei an PPBW BIG 2023 Permendagri pdf persetujuan dari
N No.141 pihak-pihak yang
Kabupaten .
Purbalingga Tahun 2017 terlibat dengan

Nomor:8.4/PB
W/IGD.04.04/6/
2023

peneliti.
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II1.3 Diagram Alir Penelitian

Studi Literatur

¥

| Persiapan dan Koordinasi Awal I
I Survei Pendahuluan I

F
data dasar l

Batas

A

Citra Satelit
esolusi Tinggi wilayah Kabupaten
Banyumas dengan Kabupaten
Purbalingga (BIG,2023)

Kabupaten

Data Citra Satelit
Bing tahun unduhan 2024
Sasplanet (Zoom 20x)

« Administrasi TK
(Titik)

» Administrasi _LN

(Garis)

Tahap Persiapan
(Sudah dilakukan )

» P 1ah <&
’I I I‘
Nisnalioasi

3
- delineasi segmen batas
Kabupaten Banyumas dengan

Kabupaten Purbalingga

Kegiatan
Cek kembali Verifikasi
data dasar Lapangan
I
* = - Segmen batas
Hasil Ooerlay Kabupaten
Deli i = Banyumas dengan
PPBW BIG Kabupaten

Purbalingga
menurut
Permendagri
No.57 Tahun 2013

Tidak loles karena terdapat
ketidaksepakatan dalam hasil
rekonstruksi dilapangan dan
data yang digunakan masih

Uji Lapangan

kurang lengkap Ya/ Lolos karena
data dasar telah Tahap Pelaksanaan
memenubi kriteria (Sudah dilakukan)
Pembahasan

(Penerapan prinsip teknis dalam penetapan batas
dengan prinsip penarikan penarikan batas sesuai
Permendagri 141 tahun 2017 dan Penerapan
KUGI)

i Penggunaan Metode Kartometrik Jr

Perbandingan hasil delineasi
segmen Permendagri No.57
Tahun 2013

Perbandingan hasil
delineasi PPBW BIG

« Perbandingan Luas

« Panjang Sub Segmen Perbandingan Luas

Panjang Sub Segmen

_FI Telaah dan penyajian data I(—

)’

Peta segmen batas Kabupaten
Banyumas dengan Kabupaten
Purbalin;

A 4

[Pelaporan penelitian dan revisi

laporan penelitj
Y

( Selesai ’
Tahap Akhir

(Dilakukan)

Shalman Alghifari Adriansyah, 2024
PEMBAHARUAN HASIL DELINEASI BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN

KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
44



Gambar 3. 2 Diagram Alir Penelitian

Alur dalam penelitian kegiatan delineasi batas wilayah administrasi
Kabupaten/Kota meliputi:
a. Tahap persiapan

Dalam tahapan ini meliputi studi literatur, persiapan dan koordinasi awal,

survei pendahuluan, pengumpulan data dasar

1) Studi literatur meliputi dari berbagai sumber yang relevan.

2) Pada tahapan persiapan dan pendahuluan meliputi tahapan pengenalan
wilayah, terkait administrasi dan tahapan penyampaian maksud dan
tujuan subjek kajian maka dilakukan rapat persiapan dan koordinasi
awal.

3) Pada tahapan survei pendahuluan dilaksanakan pada 29 Mei 2023
dengan menghadirkan Tim PBD Pusat dan Tim PBD Daerah.

4) Dalam tahap pengumpulan data dasar yaitu berupa penelitian dokumen
yang dibutuhkan. Terdapat tiga jenis data dan dokumen yang
diperlukan, yaitu data citra satelit Bing tahun unduhan 2024 bersumber
dari Sasplanet yang digunakan untuk pembuatan lokasi kajian
penelitian dan Geodatabase yang disediakan oleh PPBW BIG yang
berisi Administrasi TK (Titik), Administrasi LN (Garis) dan juga
CSRT Wilayah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga
yang sudah dilakukan proses mosaic dan bersumber dari CTSRT BIG
yang di orthorektifikasi oleh Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan
Nama Rupabumi serta data dan dokumen pendukung dari Pemerintah
Daerah.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Pengolahan untuk visualisasi perencanaan verifikasi lapangan yang
dilaksanakan setelah proses penyerahan data dan dokumen oleh
Pemerintah Daerah.

2) Kegiatan verifikasi lapangan yaitu proses rekonstruksi garis batas atau
delineasi garis batas, yaitu penentuan dan pemasangan posisi titik yang
dianggap akan menjadi titik permasalahan batas wilayah melalui peta

batas wilayah CSRT, lalu di overlay hasil visualisasi tersebut
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diantaranya hasil delineasi PPBW BIG dengan segmen batas
Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga menurut
Permendagri No.57 Tahun 2013.

3) Hasil rekonstruksi atau tanda indikasi batas wilayah tersebut
selanjutnya akan dimanfaatkan dalam pembuatan peta batas dengan
menggunakan teknik kartometrik.

4) Uji lapangan atau verifikasi lapangan dengan syarat mengecek kembali
data dasar serta membawa hasil rekonstruksi batas ke lapangan bersama
Tim PBD Pusat dan Tim PBD Daerah. Tahapan ini untuk
memverifikasi garis batas hasil rekonstruksi dengan kondisi aktual di
lapangan. Apabila data dasar memenuhi kriteria maka dilakukan akan
dilanjutkan ke pembahasan segmen batas, apabila terdapat
ketidaksepakatan garis batas di lapangan oleh kedua pihak yang
berbatasan, maka akan digambarkan berdasarkan versi masing-masing
dan di visualisasikan kembali. Terdapat perbedaan penarikan garis
batas hasil rekonstruksi, maka akan di uji lapangan dengan garis batas
tersebut akan disesuaikan mengikuti kondisi riil di lapangan.

c. Tahap Akhir

1) Pembahasan verifikasi lapangan dan delineasi BIG berdasarkan
Permendagri No.141 Tahun 2017

2) Perbandingan hasil yang berupa titik-titik koordinat dan garis batas
selanjutnya diplotkan dengan segmen Permendagri No.57 tahun 2013
di atas citra satelit untuk dijadikan peta kerja dan dilakukan
rekonstruksi ulang atau perbandingan hasil antara hasil delineasi BIG
dengan garis Permendagri No.57.Tahun 2013 berdasarkan panjang dan
perbandingan luas segmen.

3) Telaah dan penyajian data yang diperoleh di lapangan akan ditelusuri
terlebih dahulu sebelum dilakukan pembahasan dan setelah itu

dilakukan perbandingan, sehingga penarikan garis batas sesuai dengan
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keadaan sebenarnya di lapangan dan sesuai dengan standar penarikan
garis batas.

4) Tahapan selanjutnya penyajian hasil Kegiatan Delineasi Batas Wilayah
Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik berupa pembuatan
peta hasil delineasi batas. Pengaturan tata letak peta disesuaikan dalam
skala mengikuti data dasar yang tersedia. Peta hasil disajikan dalam
bentuk digital dalam format mpk. dan pdf.

5) Pelaporan penelitian dan revisi laporan penelitian yaitu setelah seluruh
segmen batas terdelineasi, PPBW BIG akan memaparkan dan
menyebarluaskan hasil delineasi dengan mengadakan konsinyering
yang menghadirkan Tim PBD Pusat dan Tim PBD Daerah. Kegiatan
ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Tim PBD Pusat
dan Tim PBD Daerah mengenai hasil delineasi yang telah dilakukan
sehingga dapat menjadi masukan bagi Tim PBD Pusat untuk
melakukan revisi Permendagri tentang Batas Daerah.

6) Langkah terakhir dalam penelitian adalah menyajikan data dan
menyusun laporan hasil penelitian. Laporan tersebut kemudian direvisi
dan diberikan kepada dosen pembimbing untuk dibahas kembali demi

memperbaiki kualitas hasilnya.

I11.4 Pelaksanaan Penelitian
111.4.1 Metode Perolehan Data
1) Persiapan dan Koordinasi Awal
Kegiatan Delineasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota
meliputi proses pendetailan garis batas pada segmen batas yang telah
definitif. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan teknis dalam
tahapan pembahasan revisi permendagri kepada Tim PBD Pusat.
Pendetailan garis batas dilakukan sesuai Permendagri No. 141 Tahun
2017, data serta dokumen pendukung yang diserahkan oleh Pemerintah
Daerah dan data dasar dari PPBW-BIG. Kegiatan ini dilaksanakan secara
swakelola oleh PPBW-BIG. Adapun tahapan-tahapan dalam

pelaksanaan kegiatan ini meliputi:
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(a) Persiapan dan Koordinasi Awal
Persiapan pekerjaan terkait administrasi pekerjaan yaitu
administrasi persuratan, penyiapan dokumen teknis antara lain
KAK Pekerjaan, penjadwalan personil, persiapan data teknis,

penyusunan SK Tim swakelola dan dokumen lainnya apabila

diperlukan.

wll " 1] [Bakes Wilayah Adminstrais

Gambar 3.3 Persiapan ritti pekerjaan

(b) Koordinasi awal
Pada tahapan ini diperlukan koordinasi yang sangat intensif
dengan Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Tim PBD Pusat
dan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi
mengenai segmen batas yang dapat menjadi target delineasi.
Hasil dari koordinasi ini akan dijadikan sebagai dasar PPBW-
BIG untuk berkoordinasi dengan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan koordinasi selanjutnya adalah penyampaian maksud
dan tujuan kegiatan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
melalui korespondensi dan sarana telekomunikasi lainnya secara
daring. Dalam koordinasi awal ini, PPBW-BIG akan
menyampaikan waktu untuk kegiatan pengumpulan data dan
dokumen untuk disepakati oleh seluruh Pemerintah Daerah.
PPBW-BIG juga akan menyampaikan data dan dokumen apa saja

yang dapat diserahkan sebagai data dukung untuk kegiatan ini.
Shalman Alghifari Adriansyah, 2024
PEMBAHARUAN HASIL DELINEASI BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN
KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
48



T A A AN e - Bt
e i T

SEGMEN BATAS
KABUPATEN BANYUMAS DENGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Gambar 3. 4 Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi

I11.4.2 Metode Analisis Data
1) Persiapan Kegiatan Delineasi
(a) Penyiapan Data dan Dokumen
2) Mengumpulan Data dan Dokumen
Pengumpulan data dan dokumen dilaksanakan setelah koordinasi
dengan Pemerintah Daerah selesai dilaksanakan. Terdapat tiga jenis data
dan dokumen yang diperlukan, yaitu Permendagri tentang Batas Daerah
beserta peta lampirannya dan IG Dasar yang disediakan oleh BIG serta
data dan dokumen pendukung dari Pemerintah Daerah.

Pengumpulan data dan dokumen dilaksanakan di Kantor Gubernur
Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan secara tatap muka
karena data serta dokumen pendukung yang dimiliki oleh masing-masing
Pemerintah Daerah beragam dan tidak semua terdigitalisasi. Di samping
itu, dengan adanya pertemuan ini, PPBW-BIG dapat memperoleh
gambaran awal yang jelas dari Pemerintah Daerah mengenai kondisi
batas di wilayahnya dengan menunjukkan langsung pada layar peta citra
yang dipaparkan PPBW-BIG. Dengan demikian, PPBW-BIG dapat
memperoleh identifikasi awal mengenai area mana saja yang perlu
mendapatkan perhatian khusus dalam rekonstruksi batas. Pengumpulan
data dan dokumen dari Pemerintah Daerah dapat berupa data spasial
maupun non-spasial. Adapun data dan dokumen yang digunakan sebagai
berikut:

(a) Data spasial persil pertanahan
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(b) Data spasial perpajakan

(c) Data spasial perizinan

(d) Peta administrasi desa/kelurahan skala detail

(e) Laporan pemasangan/pengukuran pilar batas

(f) Data dan dokumen lain terkait batas antar dacrah

3) Perencanaan Verifikasi Lapangan
Perencanaan verifikasi lapangan dilaksanakan setelah proses

penyerahan data dan dokumen oleh Pemerintah Daerah. Tim PBD Pusat
dan Tim PBD Daerah secara bersama-sama melakukan analisis awal
mengenai lokasi mana saja yang perlu untuk ditinjau secara langsung di

lapangan termasuk rencana waktu pelaksanaan kegiatan.

HARI KE-1
(5 Juni 2023)

Ket.
Area yang perlu disurvei adalah
% sekitar PABU 021 - TK 021 B, data
dukung berupa data persil tanah
ari kedua kabupaten

Desa Sikapat, Kec. Sumbang, Kab.
Banyumas dengan Desa Cendana,
ec. Kutasari, Kab. Purbalingga

Titik Kumpul: Kantor Kepala Desa
| Silado/Desa Kalitinggar

Gambar 3. 5 Perencanaan lokasi yang perlu untuk ditinjau

4) Digitalisasi Data dan Dokumen
Proses digitalisasi meliputi proses pemindaian dokumen dalam
bentuk hardcopy baik dokumen spasial maupun non-spasial.
Apabila diperlukan, proses georeferencing dapat dilakukan untuk
peta dalam format soffcopy yang belum tergeoreferensi dan peta
berformat hardcopy yang telah terpindai untuk penyeragaman sistem

proyeksi. Ketentuan proses digitalisasi ditampilkan dalam tabel 3.4.
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Tabel 3. 4 Ketentuan Digitalisasi Data dan Dokumen

Seluruh data dan
1. dokumen dalam Pemindaian file .pdf.
bentuk Ahardcopy.

Dokumen
Dilakukan plotting
penegasan batas
dengan
yang di dalamnya
) menggunakan
memuat garis batas
2. software SIG. file .shp.
dan/atau titik

koordinat batas
(pilar dan/atau titik
kartometrik).

Dokumen berupa
peta baik hardcopy
maupun soffcopy Georeferensi pada
3. file .tiff.
yang belum SRGI 2013
tergeoreferencing

(jika diperlukan).

5) Pelaksanaan Kegiatan Delineasi
(a) Pembuatan File Project
Pembuatan file project dilakukan dengan proses tumpang susun hasil
penyiapan data dalam perangkat lunak SIG baik data dengan format
.shp maupun .tiff. Dalam file project tersebut juga ditambahkan
dengan IG Dasar dari PPBW-BIG dalam format .shp dan disimpan
dengan format yang menyesuaikan dengan software yang digunakan
untuk masing-masing segmen batas. Adapun file project berisi unsur
hipsografi, unsur toponim, unsur hidrografi, unsur transportasi,

unsur garis pantai, data batas antar Kabupaten/Kota digital dari
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Pemerintah Daerah, data DEM (tidak disertakan dalam file) dan data
citra (tidak disertakan dalam file).
(b) Kegiatan Rekonstruksi Garis Batas

Kegiatan delineasi meliputi proses rekonstruksi garis batas
berdasarkan kelengkapan dokumen batas yang terkumpul dari
Pemerintah Daerah yang ditumpang susun dengan IG dasar dari
PPBW-BIG. Tujuan pelaksanaan rekonstruksi garis batas adalah
sebagai bahan awal identifikasi garis batas sebelum proses verifikasi

lapangan.

N

Gambar 3. 6 Kegiatan rekonstruksi garis batas secara Kartometrik

(c) Verifikasi Lapangan
Setelah proses rekonstruksi dilaksanakan, langkah selanjutnya
adalah verifikasi lapangan dengan membawa hasil rekonstruksi
batas ke lapangan bersama Tim PBD Pusat dan Tim PBD Daerah.
Tahapan ini bertujuan untuk memverifikasi garis batas hasil
rekonstruksi dengan kondisi aktual di lapangan. Verifikasi lapangan
dilaksanakan dengan metode kartometrik dan/atau tracking
berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah dan masyarakat
setempat. Apabila terdapat perbedaan penarikan garis batas hasil
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rekonstruksi, maka garis batas tersebut akan disesuaikan mengikuti
kondisi riill di lapangan. Namun demikian, apabila terdapat
ketidaksepakatan garis batas di lapangan oleh kedua pihak yang
berbatasan, maka akan digambarkan berdasarkan versi masing-

masing.

"N

Gambar 3. 7 Kegiatan verifikasi lapagan besa PPBW BIG

(d) Rekonstruksi Garis Batas Pasca Verifikasi Lapangan
Hasil dari verifikasi lapangan yang berupa titik-titik koordinat dan
garis batas selanjutnya diplotkan di atas citra satelit untuk dilakukan
rekonstruksi ulang. Data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis
terlebih dahulu sehingga penarikan garis batas sesuai pada riil di

lapangan serta sesuai pada kaidah penarikan garis batas.
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Gambar 3. 8 Kegiatan rekonstruksi garis batas pasca verifikasi lapangan

(e) Pembentukan Basis Data Spasial
Dalam pembentukan file geodatabase tersebut berisi feature dataset
point dan polyline untuk titik batas serta segmen garis batas yang
mengacu pada KUGI. Garis batas hasil delineasi dengan segmentasi
dilakukan dengan menyimpan hasil delineasi pada basis data. Hal
penting yang harus diperhatikan adalah masing-masing sub- segmen
batas diberikan informasi terkait sumber data atau dokumen yang
digunakan sebagai dasar penarikan dan deskripsi sub-segmen
tersebut.

(f) Validasi Topologi dan Editing
Pada pembentukan topologi polyline data hasil delineasi
menggunakan aturan topologi sesuai tabel berikut. Editing topology
dilakukan apabila ditemui kesalahan topologi. Seperti contoh berikut

ini:
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Tabel 3. 5 Aturan Topologi Polyline berdasarkan PPBW

BIG

Aturan Topologi

Keterangan

Must Not Overlap

W= m oM

by

BENAR SALAH

/

Ditandai dengan garis
yang menumpuk maka
terdeteksi sebagai error.
Error dilihat pada rule
description serta tanda
merah digunakan untuk
menunjukkan kesalahan

dalam deskripsi aturan.

Must Not Self-Overlap

BEMNAR SALAH

weo= 3 > O

Ditandai dengan garis
yang memotong atau
menumpuk dengan garis
itu sendiri maka
terdeteksi sebagai error.
Error diapat dilihat pada
rule description serta
ditandai dengan tanda

merah.

Must Not Self — Intersect

BENAR SALAH

W o=mm B O

h

Ditandai dengan garis
yang memotong dengan
garis itu sendiri maka
terdeteksi sebagai error.
Error dapat dilihat pada
rule  description dan
ditandai dengan tanda

merah.
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Aturan Topologi

Keterangan

Must Not Have Dangels
BENAR SALAH

G &
A
R
i @
5

O

Ditandai dengan garis
yang tidak bersentuhan
dalam kelas fitur yang
sama akan terdeteksi
sebagai error. Error
dapat dilihat pada rule
description serta
ditandai dengan tanda

merah.

Must Not Intersect or Touch Interior

W == D> 5

BENAR SALAH

D 4

o)

Ditandai dengan garis
yang saling berpotongan
maka terdeteksi sebagai
error. Dalam aturan ini
digunakan apabila garis
dalam satu kelas fitur
harus menyentuh garis
lain di titik akhir. Error
dapat dilihat pada rule
description dan ditandai

dengan tanda merah.
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Berdasarkan aturan topologi yang diberikan oleh PPBW BIG
dicantumkan dalam penelitian ini bahwa mengenai prinsip digitasi batas
wilayah tidak boleh adanya garis yang tumpang tindih, karena akan
menimbulkan dua attribut atau metadata yang sama. Pada penarikan
batas juga memiliki prinsip bahwa setiap batas tidak boleh ada garis yang
menggantung karena segmen batas yang dibuat merupakan kumpulan
bagian dari pembentukan area, maka dari itu garis batas perlu menutup
dan tidak menggantung.
(g) Pengisian Atribut
Melaksanakan pengisian attribute table terhadap seluruh data yang telah
disimpan pada geodatabase yang telah dibuat. Pengisian attribute table
tersebut sesuai dengan skema geodatabase yang mengacu pada KUGI
versi terbaru.
(h) Pembuatan Metadata
Pengisian metadata sesuai dengan ketentuan pada ISO 19115.
(i) Penyajian hasil
Penyajian hasil Kegiatan Delineasi Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten/Kota secara Kartometrik berupa pembuatan peta hasil
delineasi batas. Pengaturan tata letak peta disesuaikan dalam skala
mengikuti data dasar yang tersedia. Peta hasil disajikan dalam bentuk
digital dalam format .mpk dan pdf.
6) Pemaparan dan Penyebarluasan Hasil Delineasi
Setelah seluruh segmen batas terdelineasi, PPBW-BIG
mengadakan kegiatan konsinyering yang menghadirkan Tim PBD Pusat
dan Tim PBD Daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan
informasi kepada Tim PBD Pusat dan Tim PBD Daerah mengenai hasil
delineasi yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi masukan bagi
Tim PBD Pusat untuk melakukan revisi Permendagri tentang Batas
Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan
pertimbangan agar apabila terdapat koreksi baik dari anggota Tim PBD
Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat langsung menunjukkan ke atas

peta yang dipaparkan oleh BIG dengan lebih detail.
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Penyebarluasan hasil atau diseminasi data ke Tim PBD Pusat dan
Pemerintah Daerah merupakan tahapan terakhir dari proses delineasi.
BIG akan menyerahkan seluruh data hasil delineasi dan data-data
pendukung lainnya. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka karena
data yang diserahkan cukup besar dan ada penjelasan dari BIG mengenai
folderisasinya. Pada acara tersebut diharapkan pula ada penjelasan lebih
lanjut dari Kementerian Dalam Negeri mengenai tindak lanjut
penggunaan data untuk kepentingan revisi Permendagri tentang Batas
Daerah pada segmen terkait.

7) Pelaporan
Pada tahap akhir yaitu pelaporan yang diisi dengan laporan akhir
menjelaskan seluruh proses dan hasil yang telah dilaksanakan. Laporan

akan disajikan secara digital.

Gambar 3. 9 Kegiatan penandatanganan berita acara verifikasi

L5 Tutorial Penggunaan Software
Pada kegiatan penelitian telaah perbandingan segmen batas Kabupaten
Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga sofiware yang paling berperan
adalah menggunakan software ArcMap dan Avenza Map, diantaranya:
1) Penggunaan Avenza Maps untuk survei lapangan

1. Klik tanda + di pojok kanan bawah untuk memunculkan peta dasar

Shalman Alghifari Adriansyah, 2024

PEMBAHARUAN HASIL DELINEASI BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN
KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

58



Peta Saya

: Pd-'l:a Dasar OSM (beta)

@ BMS-PBG_01

(3 BMS-PBG_02

2. Lalu klik unduh atau impor peta

3. Selanjutnya klik fools penyimpanan cloud atau perangkat

Impor Peta

Minta peta
Beri tahu kami yang ingin

nes

iter Anda melalu

Dari Web
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4. Lalu cari peta dasar yang telah disiapkan di dalam file penyimpanan dan
tunggu beberapa saat
5. Apabila peta dasarnya sudah diimpor lalu dibuka langsung hasil input peta

dasarnya

Terbaru

BMS-PBG_01  Lokasi_Survei

BMS_PBG.kmz

6. Lalu akan muncul tampilan peta dan klik tombol panah di pojok kanan

bawah untuk menampilkan posisi real time kita sekarang
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BMS-PBG_01

7. Lalu input kembali data .kml lokasi survei yang akan di survei lapangan.

Peta Saya

Peta Dasar OSM (beta)

2 BMS-PBG_01

(3 BMS-PBG_02
S

8. Peta siap digunakan.

2) Digitazing on Screen
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1) Masukkan citra satelit ke dalam data view ArcMap yang sudah di

mosaic.

oy

File Edit View Bookmarks
D @&y
aafe:
Drawing~ R

[& BANYUMAS_PURBALINGG | (B

ction Geoprocessing  Custonize Windows  Help
BEEW |
MO B EAES TRy
B 1 U A-S-

Insert

M

B8

| Georeferencing -

PageText~ Snapping~[0] 1

TN

Editor~| - "

e Ll el R
e ik Fep

2 Labeling~

) Network Analyst- | BB -5 1) [

i

Ry A i k| Fast

i

i

Table Of Contents

EEETIE

M Red: Band #0
1 Green: Band #1
MBlue Band %2

AddData
Lockini  EICSRT

7 EANVUMAS_PURBALINGGA_FINAL?. ecw]

Name: BANYUMAS_PURBALINGGA FINAL2.ecw

[Oowies @l xonooLar @]

add

| Showof e Datacets, Layers and Resuits

Cancel

EO

[ Construction Tools

Select a template.

2) Masukkan feature class yang akan dilakukan digitasi

[ rr——
Fie ft View Sookmaks
LETEIE
aafe
Drawing~ K (-2 &2l [J - A -2

Table Of Contents
Hee8d

Selection  Geoprocessing  Customnize Windows  Help

e M ERE® e
AO BN R T mE

Insert

& B TK Delineasi2

PageText Snapping~ (O] )

[ el esore) -

% ¢ Network nalyst-~ | [

Geareferencing ~

= O TITIK_RENCANA_SURVE!
& O Pilat Banyumas-Purbslingga Il Kantor Desauxlsx
= O fishhnett

=] ;ﬂB\LDebmas»

@ st

& B Kontur

Narme: DATA_PERSIL_TAMAH_PBG.odb

=)

[ERR] io<ukcan teknis B(G)
Show of type:  patasets, Layers and Results

& B Permendagri Nomor 57 Tahun 2013
= O Sambeng Wetan
o
= O Sembeng Kulon
[
= O Kramat
=)

[ B PURBALINGGA
= B DFTA DFRGH TANSH

Cancel

2@

Labeling ~

B R A el k| Fast

it a
1 ]

o

Create Features

Pl |

There are no templates to show.

[Borereo &l [ xogiootaiv B |

-f Construction Tools

Select a template,

109258 -7.004

3) Setelah itu start editing
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[@vsrecm
File Edit Vi
Deds
L afe
Drawing = R A
[ T Deliness

Table Of Content

FHoos Use Symbol Levels

0 5 layers Selection Y
= B KD Label Features

Edit Features o

W e 0]
T L b

Georeferencing *

Labeting~ 1 % b A 2 | Fast
o A B B

o i Editorr|
=

S
o

Visible Scale Range s 1=

ol

0Tk
@ | Comerlabelsto Annotation

[ O Pilar| S Convert Festures to Graphics..

[ ﬂu\ewsgxnmnmuv

s Convert Symbology to Representation.. taining this layer.
= O fishh For example, if you right-click a
i Bata 4 layerfrorn 2 geadatabase and start

<> Save AsLayer File.

ing i, able to edit fl

the other ayers from that same.
— |@ Creste Layer Package... geodatabase.

5859 properties

& @ Kontur S

o
&
& [} Masukan teknis BIG §TK 021 Al ’

& B Permendagri Nomor 57 Tahun 2013 K 021B,

& O Sambeng Wetan

& O Sambeng_Kulon
o

EO

F¥

&0 Kt Y [ [ ormtraction ook
a

%

S

= B PURBALINGGA Selecta template,

© 1 DFTA DERSII TANAH

jaelen - =

109,256 -7.296 Decimal Degrees

4) Lalu identifikasi objek pada citra satelit dan lakukan pendigitasian

dengan cara klik kiri pada objek yang akan digitasi

Identifies features at the location
you right-clicked

s Edit Vertices

Attributes
fr

3) Pengisian Atribut (isi berdasarkan studi kasus yang diarahkan dan bersifat
fleksibel).
(a) Langkah pertama siapkan featured class yang telah terdigitasi
(b) Klik kanan pada featured class tersebut pada layer lalu pilih attribute
table
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File Edit WView X Remove
(e @ & L[E Open Attribute Table |

@& B uK Joing and R
\ﬂ =8 Ry 0 EL Open Attribute Table
~ i’ ZoomTola

Drawing = R (-} DOpen this layer's attribute table,
% 1K Deli =] - Shartcut: CTRL + double-click
S ENEE Visible Scalel layer name ORCTRL + T,
Eble Of Contents
mictr . = Use Symbol Levels
BEER 1=
L = Layers Selection b
=] TK_Delinea Label Features
. Edit Features v e
= [ TMK_RENC ¢

Convert Labels to Annotation...
= [0 Pilar_Banyl 5o Convert Features to Graphics...
‘{:\J Convert Symbology to Representation...

=] fishhnett
= O fishhn ot

(= DEEIME <0 Save As Layer File..,
e Create Layer Package...

B ®

B Sungai

Properties...
—

Elineasi2 Table
REMCANA S, H Find and Replace...
B Select By Attributes...
Banyumas-P - ; ; ] | Feod
Switch Selecti
it & WILCH election
[f SelectAll
[CEEEE [ AddField.. |
Turn All F
= S:’” . |Add Field
v ow Fiel
Adds a new field to the table,
hir Arrange

Restore Default Column Widths

Kancknts b Restore Default Field Order

endagri Norr Joins and Relates »
Related Tables 4

(d) Jika sudah add field dibuat selanjutnya pengisian attribute dengan cara

start editing, lalu isi attribute sesuai dengan objeknya.
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Table

ML LT
Permendagri Nomor 57 Tahun 2013
bs-P NAMOB.J FCODE I REMARK
»|Bandung - Sumedang BADZ0E004|Digitasi Pets Lampiran
Melang - Kota Malang BAD208004| Permendagri No: 17 Thn 2012
Banyumas - Kebumen BADZ208004| Sesusi Dengan Pets Lampiran, Beds Di Junction

Banyumas - Furbalinggs BADZ208004| Sesusi Dengan Feta Lampiran
1 Banyumas - Purbalingga |BAJ208004|Garis Bantu
Banyumas - Purhalingga |BA0208004|Garis Bantu
Banyumas - Purbalingga |BAD208004|Garis Bantu
Sragen - Ngawi BADZ08004|Data Digital Kemendagri {Dwg)
Banyumas - Purbalinggs BADZ0E004| Garis Bantu
Kota Madiun - Madiun BADZ208004| Permendagsi Mo: 62 Thn 2010
Kudus - Jepara BADZ208004| Sesusi Dengan Fets Lampiran
i Bl Kudus - Jepara BAOZ08004| Garis Bantu
Kendal - Kota Semareng | BAJD208004| Garis Bantu
F Kendal - Kota Semarang |BA0208004|S5esuai Dengan Peta Lampiran

II1.6 Pengujian Penelitian

Pengujian terhadap penelitian ini adalah sesuai dengan tujuan yang akan
dicapai pada penelitian ini diantaranya adalah rekonstruksi garis batas yaitu
metode kartometrik (tracking) yang didasarkan pada informasi dari Pemerintah
Daerah serta masyarakat setempat. Apabila terdapat perbedaan penarikan garis
batas hasil rekonstruksi, maka garis batas tersebut akan disesuaikan mengikuti
kondisi riil di lapangan. Namun demikian, apabila terdapat ketidaksepakatan
garis batas di lapangan oleh kedua pihak yang berbatasan, maka akan
digambarkan berdasarkan versi masing-masing. Dalam metode penggambaran
pemetaan terrestrial adalah gerakan menggambar peta dengan menggunakan
proses hasil dari pengukuran (tracking) yang menggunakan alat ukur aplikasi
pengukuran, dan diperoleh hasil gambar yang berupa titik koordinat yang dapat
di plot dalam peta batas wilayah.Pada pengujian dalam penelitian ini meliputi
metode menyusun peta yang telah tersedia, seperti peta batas wilayah yang
disepakati dan juga pada hasil segmen batas yang disepakati akan ditegaskan
dalam peta batas kabupaten sesuai dengan prinsip teknis penegasan batas

daerah yang sesuai dengan Permendagri No.141 Tahun 2017.
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